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Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Chd
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di
Kantor Kecamatan Jampangkulon, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan
dalam perkara permohonan lItsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Enden bin Bece, Sukabumi 06 Februari 1985 (umur 32 tahun), agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Selapajang
RT.011 RW. 004 Desa Bojong Genteng Kecamatan
Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon |;

Yanti binti Apid, Sukabumi 05 Nopember 1979 (umur 37 tahun), agama
islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga, beralamat di
Kampung Selapajang RT.011 RW. 004 Desa Bojong
Genteng Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi

selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat
permohonannya tertanggal 01 Maret 2017, yang telah  didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor
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50/Pdt.P/2017/PA.Cbd mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya
berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 08 Februari 2010 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, dengan wali
nikah paman kandung Pemohon Il bernama Saman dan disaksikan oleh
dua orang saksi nikah masing-masing bernama Acun dan Deden dengan
mas kawin berupa perhiasan emas 3 (tiga) gram dibayar tunai, dan ada
ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon |

2. Bahwa, pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi,
karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan
pengurusan Akta Nikah;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon | berstatus duda mati sementara
Pemohon II berstatus janda;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon | dan
Pemohon Il tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai
seorang anak yang bernama M. Arka Maulana, sukabumi 14 Oktober 2014;

6. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat memerlukan penetapan
pengesahan nikah untuk legalitas hukum perkawinan dan mengurus akta
kelahiran anak para Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram
maupun sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai
sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon | dan
Pemohon Il tetap beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang
No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para
Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada
Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;
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9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | (Enden bin Bece) dengan
Pemohon II (Yanti binti Apid);

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon | (Enden bin Bece)
dengan Pemohon Il (Yanti binti Apid) yang dilaksanakan pada tanggal
08 Februari 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang
Kulon Kabupaten Sukabumi;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten
Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon
penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon |
dan Pemohon Il hadir sendiri di persidangan, Pemohon | dan Pemohon I
menyatakan akan mencabut perkara;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah
dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan a quo termasuk dalam
kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf
a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
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Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor
9). Oleh karena itu, perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara a quo telah sesuai dengan
ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu,
Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa
perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon | dan Pemohon Il beragama
Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara a quo
serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan
pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pemohon | dan Pemohon II memiliki kapasitas
hukum (legal standing) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I
dan Pemohon Il menghadap ke persidangan dan menyatakan akan mencabut
perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Pemohon | dan
Pemohon Il yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan Permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il tersebut, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai
diperiksa;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat,
pencabutan Permohonan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan dan
untuk ketertiban administrasi perkara perlu memerintahkan panitera agar
mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan
dibebankan kepada para Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum
permohonan para Pemohon yang keempat dikabulkan dengan membebankan
biaya perkara kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut
dalam amar penetapan ini;
Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;
MENENAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan Perkara Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Chd di cabut;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Jum’at, tanggal 24 Maret 2017, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil
Akhir 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari
Drs. H. Alimuddin, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani,
S.Ag. dan Drs. Mustofa Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota
penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

td

Drs. H. Alimuddin, S.H, M.H.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Muhammad Nurmadani, S.Ag. Drs. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Rinayanti, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 40.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi . Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai . Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Palabuhanratu, 29 Maret 2017
Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama cibadak

Drs. E. Arifudin
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Salinan sesuai dengan aslinya

PIt. Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Dindin PahrKardi, S.H.,M.H
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